KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Menimbang

Mengingat

ndal dengan CamScanner

a.

KEMENTERIAN AGAMA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan
pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan
pemerintah yang baik dan mewujudkan kepastian
tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan
kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha, maka perlu disusun Standar Pelayanan Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputuan Direktur Jenderal tentang Standar Pelayanan

pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038),

Undn.ng Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
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Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1117);

8 Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG STANDAR
PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT BUDDHA.

Menetapkan

KESATU . Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA . Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan
organisasi, satuan kerja, dan/atau unit pelaksana pada
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam
menvyelenggarakan pelayanan.

KETIGA - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 14 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha dicabut dan dinyatakan

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2021
DIREKTUR JENDERAL

- AGAMA,

ﬁanne
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

STANDAR PELAYANAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

No. | Nama Standar Pela\ anan

+ -
1 Standar Pelayanan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ‘mﬁ.—l

2 Standar Pelayanan Persetujuan Izin Menggunakan Tenaga A“‘
' (IMTA)/ Notifikasi

o]

3 Standar Pelayanan Persetujuan Pembebasan Biaya D-m;
Kompensam Penggunaan (DKP/0 Rupiah) Orang Asing ;
1 - —

4 | Standar Pelayanan Persetujuan Visa Kunjungan Sosial Budaya
(VKSB)

1
S . el

Standar Pelayanan Persetujuan Visa Tinggal Terbatas (VTT) '

S

6 'smndar Pelayvanan Persetujuan Kartu Izin Tinggal Sementara (mnq
- 7 Standar Pelayanan Persetujuan Kartu [zin Tinggal Tetap (KITAP)

8

9

Standar Pelavanan Persetujuan Naturalisasi Rohaniawan Asing

Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Rohaniawan Agama
Buddha

Dipindal dengan Cam!Canne



-

17 | \mnda! Pelavanan 1zin  Penyelenggarann Pendidﬂun m
Buddha

18 (c.tandar Pe\avanan lzm Pendinan Perguruan Tln. K*—
Buddha Swasta (P'T‘l\BS)

e ——— —

19 | standar Pelayanan |zin Penyelcnggarnan Propnm Sludl m
nggl I\eagamaan Buddha (PTKB)

20 Standar Pelayanan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program
- Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB)

S W

JENIS PELAYANAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

' No. Jenis Pelayanan Definisi Masyarakat
o yang Dilayani
1 | Pelayanan Rencana Pelayanan memberikan | Tenaga Asing
- Penggunaan Tenaga izin penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA) Kerja Asing
2 | Pelayanan Persetujuan | Pelayanan memberikan | Tenaga Asing
! Izin Menggunakan persetujuan Izin
L [ Tenaga Asing Menggunakan Tepm .
(I MTA) /Notifikasi Asing (IMTA)/Notifikasi
-3 Pelayanan Persetujuan F!:hy-nnn memberikan | Orang Asing
' Pembebasan Biaya Persetujuan
Dana Kompensasi Pembebasan Biaya Dana
Penggunaan (DKP/0 Kompensasi
| Rupiah) Orang Asing Penggunaan (DKP/O
Rupiah) Orang Asing
4 Persetujuan Pelayanan memberikan | Orang Asing/

Dipindal dengan CamScanne



; Pelayanan Persetujuan Pelayanan Persetujuan | Rohaniawan
Naturalisasi Naturalisasi Asing
Rohaniawan Asing ' Rohaniawan Asing

) | Pelayanan Ffenerbitan Pelayanan pembuatan Rohaniawan
Kartu ldentitas kartu rohaniawan Agama Buddha

' Rohaniawan Agama
iBuddha
S Ly 4
0 \ Pgla_vanan Pemberian Pelayanan Pemberian Tokoh Agama
l Piagam Penghargaan Piagam Penghargaan Buddha
Tokoh Agama Buddha | Tokoh Agama Buddha
[ndonesia Indonesia
e A=t
1 | Pelayanan Tanda Pelayanan untuk Organisasi
Daftar Organisasi menerbitkan tanda Keagamaan
- Keagamaan Buddha daftar sesuai ketentuan Buddha
| yang berlaku
B | iR EE ey
12 | Pelayanan Tanda Pelayanan untuk Organisasi
Daftar Rumah Ibadah | menerbitan tanda daftar | Keagamaan
Agama Buddha untuk legalitas Rumah Buddha
Ibadah sesuai ketentuan
yang berlaku
13 | Pelayanan Pelayanan menerbitkan Organisasi
Rekomendasi Hak Milik rekomendasi Keagamaan
Atas Tanah Organisasi kepemilikan tanah Buddha
Keagamaan Buddha Organisasi Keagamaan
Buddha
e
14 | Pelayanan Pelayanan memberikan Organisasi/
Rekomendasi rekomendasi izin Lembaga
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Keagamaan
Kegiatan Keagamaan Kegiatan Keagamaan Buddha
Buddha Buddha

———t—

15 Pelayanan Pelayanan memberikan Organisasi/
Rekomendasi Bebas Rekomendasi Bebas Bea Lembaga/
Bea Masuk Barang Masuk Barang Yayasan
Keagamaan Buddha Keagamaan Buddha Keagamaan

S - - Buddha

L ,

16 | Pelayanan Pelayanan memberikan Organisasi/
Rekomendasi Bebas Rekomendasi Bebas Bea | Lembaga
Bea Perolehan Atas Perolehan Atas Tanah Keagamaan
Tanah dan Bangunan | dan Bangunan Rumah | Buddha
Rumah Ibadah Agama Ibadah Agama
Standar Pelayanan lzin | Pelayanan Lembaga
Penyelenggaraan 1 ; | Pendidikan
Pendidikan Keagamaan 1 | Keagamaan
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|8 | Pelayanan Izin

Pelayanan memberikan

. L Lembaga
pendirian Perguruan Izin Pendirian Pendidikan
| Tinggl Keagamaan Perguruan Tinggi Keagamaan
' Buddha Swasta Keagamaan Buddha Buddha
| (PTKBS) Swasta (PTKBS) sesuai
ii ketentuan yang berlaku
19 | Pelayanan lzin Pelayanan memberikan Lembaga
. Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Program Studi Program Studi Keagamaan
| Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Buddha
Keagamaan Buddha Keagamaan Buddha
' (PTKB) (PTKB) sesuai ketentuan
‘ yang berlaku
B
| 20 | Pelayanan lzin Pelayanan memberikan Lembaga
| Perpanjangan [zin Perpanjangan Pendidikan
1 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Keagamaan
\ Program Studi Program Studi Buddha
\ Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi
* Keagamaan Buddha Keagamaan Buddha
\ (PTKB) (PTKB) sesuai ketentuan
\ yang berlaku
DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,

\/%(
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BERITA ACARA
NOMOR: 3542/Dj.v11/SeLWI.3/0T.01.3/12/2018

Dua Ribu Delapan
ddha Kementerian
sama dengan
tujul Standar
ama Buddha
Urusan dan
syarakat

luh Desember tahun
Belas, Direktorat Jen gan Masyaralfat Bu
Agama RI sebagai penye¢ anan pgbhk bersama
masyarakat sebagai pengguna lik telal‘l _menye
Pelayanan di Lingkungan Direktorat urusan dan pendu_hkan Ag
untuk ditetapkan menjadi S
Pendidikan Agama
Buddha Kementerian Ag

Subdit Pendidkan Da
ggaraan Pendidikan Keagam

tanggal Sepu
deral Bimbin
lenggara pelay:

Pada han Senin

A. Layanan Pada sar dan Menengah
1. Izin Penyelen aan Buddha
Layanan Pada Subdit Pendidikan Tinggl
1. Izin Pendirian PTKB

2. 1zin Pembukaan Prodi

3. Izin Operasional Prodi

C. Layanan Pada Subdit Penyuluhan
1. Persetujuan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA)
2. Persetujuan lzin Menggunakan T KA (IMTA)
3. Persetujuan Pembebasan DKP

4. Persetujuan VKSB JVTT
5. Persetujuan KITAS/KITAP/ NATURALISASI
6. Penerbitan Kartu Rohaniwan Agama Buddha

ubdit Kelembagaan
Pendaftaran Perkumpulan /Majelis Agama Buddha

Pendaftaran Yayasan Keagamaan Buddha

_ Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Keagamaan

. Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
Rekomendasi bebas bea masuk barang keagamaan

" Rekomendasi bebas pajak bumi dan bangunan rumah ibadah.

D. Layanan Pada S

OV WN -

Dari semua Standar la 1 di )
_ yanan yang telah di dibahas dan di se kat
:;r:;ﬁl:ﬁc :;lax_ugmya akan dippl?likasikan secara manual m::pun
. demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk

dipergunakan sebagai mestinya.

Dipindal dengan Camscanne



PENYELENGGARA PELAYANAN

[
firNO ‘ NAMA JABATAN
; | | Direktur Jender:
1. | Caliadi, SH, MH | Bimbingan  Masyarakat
. Buddha.
| Direktur urusan dan
| 2. | Drs, Supriyadi, M.Pd | Pendidikan Agama
| | | Buddha.

{ - Kasubdit Penyuluhan
| - 1 pada Direktorat Urusan
| 3. |Saiman, .S, M.Si dan Pendidikan Agama
. Buddha. ,

Kasubdit Kelembagaan
pada Direktorat Urusan
4. | Karsan, S.Ag., M.Pd dan Pendidikan Agama
Buddha.

Kasubdit Pendidikan
Dasar dan Menengah

ey S g pada Direktorat Urusan
Ip— dan Pendidikan Agama
Buddha

Kasubdit Pendidikan

,Pmsuuu Tinggi pada Direktorat
"M.Pdd Urusan dan Pendidikan

lhgm&:ddhm

PENGGUNA PELAYANAN

|p|nai‘ dengan CamScanne



‘ Bong Th Phun Majelis Agama Buddha 6. 4 <
) Tridharma Indonesia %%L‘_
- (MAGABUTRI) Jakarta o
T Katherine " Majelis Agama Buddha | Kuan |
‘ ' Tao Indonesia '
| (MABIKTI) Jakarta \
g  C Sebrata Hakim T KAS! (Konferensi Agung 8. / \
; Sangha Indonesia) Jakarta
9 Souw Tiie Lian, SAg. ‘rmndis Agung Penghayat 9.
MPdB Tridharma Indonesia
- (MAPTRI) Jakarta
1o [Ester Setiawati Santoso, Majelis Agama Buddha 10.
SH. MKn Mahayana Tanah Suci
. - Indonesia Jakarta
1 | Suwito, M.Pd.B Majelis Mahayana Indonesia | 1 ﬁ [ k
, (MAHASI) Jakarta
- .
" 12. | Tioa Suntoro Majelis Pandita Buddha 12.
[ Maitreya Indonesia ‘fﬂ
| (MAPANBUMI) Jakarta
13 Sukadi Majelis Niciren Syosyu 13.
1 Buddha Dharma Indonesia )
- (MNSBDI) Jakarta V™
14, | Agustina Yayasan Pandita Sangha 14 M
Buddha Dhamma Indonesia ’ .
(YPSBDI) Jakarta
15. | Drs. Rusli, SH Lembaga Keagamaan Buddha | ¢ ~
' Indonesia (LKBI), Jakarta ) X;ﬂ;'("‘
16, | Eko Ciono Majelis Agama Buddha 16 5
h Tantrayana Zenfo Zong d‘ﬁv
Kasogatan (ZFZ
KASOGATAN) Jakarta N
17 Hendri Majelis Umat Buddha
L Mahayana Indonesia
(MAJUBUMI) Jakarta
18. Irfan Sunardi | Agama Buddha
Mahanikaya Indonesia
Ay sukhavati
= n '
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)

25.

26.

28.

W
| 20.
\

| 30.

ATJn Evi

T\ Soka Gakai Indonesia
' (SGI),Jakarta

Neneng Setiawati

| Perkumpulan Palpung

- Thubten Choekhorling,Jakarta

Karsan, S.Ag., M.Pd

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

- SBI;T_\WZ)_H,V SS“ M.Si

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

| Ning Subekti, S.Ag., M.Pd.B

| Ditjen Bimas Buddha,
| Kementerian Agama
| Rl Jakarta Pusat

7. | Siti Wigati, S.Sos., M.Si

|
|

l

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

27

T'SALxlilrno, S.1P

" Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

28.

Joko Budi Santosa, SE

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

e —

29.

’.#Kasilah, S.Ag.

|
|
{

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

30.

"Budi Sulistiyo, SAg, MPdB

'1

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

32.

\ Yon Hasa, S.Ag

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

| 33 | Pandhit Amanvijaya, S.Ag.

MM, M.Pd.B

34.

‘\ Sukasdi, S.E.,MA

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
RlJakarta Pusat

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl,Jakarta Pusat

|
\(

| 3S.

'\

Bambang Budi Supranoto,
SAg

-

\Sigit Prajoko,S.Ag

\ 7.

|

\ Tatik, S.Ag.

|

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
RlJakarta Pusat

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat

Ditjen Bimas Buddha,
Kementerian Agama
Rl Jakarta Pusat
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAK
NOMOR 191 TAHUN 2017
TENTANG
VISI, MISI DAN MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,
Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan  kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan
prinsip-prinsip  kepemerintahan yang Dbaik (good

¢ governance), maka perlu disusun visi, misi, dan
maklumat pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal tentang Visi, Misi dan Maklumat
Pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

‘9 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 285);

S. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016
tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

2100);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang

esia Tahun 2016 Nomor 1495); T
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A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG VISI, MISI,

KESATU

KEDUA

KETIGA

DAN MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA.

- Menetapkan Visi, Misi, dan Maklumat Pelayanan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Visi, Misi, dan Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha dimaksud dalam DIKTUM
KESATU ini wajib disosialisasikan dan dilaksanakan oleh
seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha serta digunakan sebagai
acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. %

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017

Kabag OKH

Sekretaris Ditjen
Bimas Buddha

4
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR  JENDERAL  BIMBINGAN
MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR 191 TAHUN 2017
TENTANG

VISI, MISI DAN MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

‘ "~ VISI PELAYANAN

Terwujudnya Pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha yang Cepat, Mudah dan Gratis

—————————————————

MISI PELAYANAN

1. Mewujudkan Pelayanan Urusan Agama Buddha é'é?ga‘;i—iw’l‘cknologi

Informasi \ ,
2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Agama Buddha Berbasis Teknolog

Informasi ’
3. Mewujudkan Pelayanan Tata Kelola Dukungan Manajemen yang

Transparan dan Akuntabel

MAKLUMAT PELAYANAN |

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pclayana}n
sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak
menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

{KTUR JENDERAL
AINGANAMASYARAKAT BUDDHA,

N\
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